- Pe _ama-tama saya mgln menguoapkan terlma
kasih saya yang. sebesar—besamya atas. undangan
Kepa]a BPHN dan staf beliau, untuk masih
mengundang saya unfuk ikut serta. daiam Dla]og

. Perencanaan’ Pembangunan H_ukum Nasional.di...

tahun 2011 ini, untuk menyusunGrand Design’ dan
Road Map bagl pembangunan Hukum Nasaonal
mulai tahun 2012 sampal tahun 2025 Kerangka
Acuan yang telah d:ajukan oieh Bapak Kepafa dan
siaf - sungguh sangat t@pat dan Panma
Pe_yefenggara telah mampu memformuias;kan
pertanyaan- pertanyaan yang konkret yang periu
kami jawab bersama-sama, untuk membeti arahan
yang konkret pula-akan apa dan bagaimana
hendaknya kita secara riil dan‘nyata, setahap=demi
setahap membangun Sistem Hukum Nasionalkita,
agar dari masa’ ke masa‘mempersiapkan diri kita
untuk mampu bertahan sebagai bangsa yang utuh
merdeka dan semakm sejahtera

Seiama 20 tahun terakh:r ini kamx bersamam
sama dengan dunia interpnasional, ramai-ramai
memikirkan pelestarian alam. dan_ sustainable
grwoih and existence dari bangsa dan negara kita
sendiri di tengah~:engah sekian banyak bangsa dan

-Summit "gerakan gerakan Hak Asas; Manus;a'- .

sedunia atau ‘upaya menuju suafu Law Mercanarfa

'uniuk seiuruh dunia. Tetaps Iupa "me_maklfkan di

mana dan baga;mana tempat cian naS|bnya negara
dan bangsa ksta dalam satu kawasan B '

Janganujangan sepertl halnya Yunan; (yané
nota: bene merupakan masa muasal peradaban
bangsa -bangsa Eropah itu) kita akhirnya yang
dlkuc;lkan dari’dunia“di ‘akhir abad ke-21 ‘ini-atau
permulaan abad ké-22 karena kalau tidak mampu
membayar utang negara kita atau kalau sebagian
besar warga negara kita-atau- terpaksa pindah ke
negara lain ‘atau“daerah yang ingin “tetap
mempertahankan cara dan budaya hidupnya yang
tradismnal

: Akhimya terouktz puka bahwa jumtah penciuduk
yang besar tldak seialu membawa hikmah daiam
rangka periarungan hlciup d; antara bangsa bangsa
dan hegara-negara di duma manakaia warga
negaranya mengaktuaikan dan kultural tldak
bersedia menyesuazkan dzrmya dengan mayor;tas
warga negara dunia. -

0 Hal ini sepanjang sejarah terbukii dengah
punahnya masyrakarat Romawi, masyarakat

%rlwaaava Aan. Ma;anahli Vana %annr—af maits. dan._ 1

n@gam éi muka bum. ik,

Kami terp@sona dengan gerakan ”One Worid”
yang.__dican_angkan olehberbagal internasional
summits, baik ASEAN:Summii-atau G20, APEC

unggul di zamannya teiap; karena ini t:dak sudi
mengikut] perubahan zaman yang berpangka% pada
perubahan “cara berpikir dan berpesan” semai{m

‘banyak menusia di zaman itu.

“ Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementerian Hukum dan HAM R pada tanggal 22-24 Novembar 2011 di Jakarta.

1. Prof. Dr. Viaene dalam Liber Amicorurn, dipersembahkan kepada Prof. Mr. LM, Guru Besar Sociaal Recht pada Katholike Universiteit,
Nijmegen, Belanda, WEJ Tieenk Willink, 1924, H. 477; Semua (bidang) Hukum adalah Hukum Sosial akan di bidang Hukum vang saiu

lebih sosial daripada (bidang) Hukum yang lain.




_ Menurut Prof J. Vaaene pada saat ini paham
.Rene Descartes yang melahirkan kesadaran
individu dan md:v:duaitsme::d; aba_d_ ke-17

__sum (Saya sadar akan batin dan p;klra:n}dm Sendm,ﬁa;__ Centemal) E d: (“E__ 9_1 1991 ) haiaman 1594, “Wei—. .

a fare berartt

dan karena itu saya ada’ (exrs . ai"al
_ Iambat Iaun di ganti- dengaﬁ kesadaran manusna
. -.-_Barai -bahwa_ ia terus mene_rus dlpengaruhl ofeh

h sel ab ltL! ka @ ___E_ane,:makaﬁ: i

) ‘het soc:ale fenomeen rs meer dan oon‘ harde
reahfelf” :

) (kmi tidak dapat di bantah lagi, bahwa aspek
sos;alﬁm rupakan kenyataan yang nyata)

Da!am bahasa Iatm soc;us beram teman
sahaba’t sesama manusaa (roodemens) yang
menyertal kehidupan saya. Jad: oc:aaf’ berarti
kesampulan manusia. di mana saya ;uga menjadn
anggotanya tults beilau ' .

Dengan demiklan menurut Vlaene Hukum
yang mengatur- kehldupan manusia dalam
kelompok senantiasa. merupakan: __Hukum Sosial,
karena hukum ditunjukkan pada sesama anggota/
kalompok masyarakatfadty thefely) i WIRER
secara wajar, aman, damai dan (semakin) baik.

T Kata J) Viaane®:

. ‘het (rechf) richt zich tot alie gezeﬂen die deel
wtmaken van een maatschappy ten ernde deze
Iaatste fe houden Het regelt gedrog van de socil,
waaﬁoe ook fk wel:swaarbehoor maar geen enkele
rechtsrege] Zou een reden van bestaan hebben,
moesz‘ fk alleen op de werefd zrjn

(Hukum mengatur kehldupan seimua orang
yang merupakan warga dan masyarakat itu, agar
mereka dapat hsdup dengan baik/serasi. Hukum

menuatur perilaku semua. anggotanya jadi juga

Lo Mwﬁambabmgm@mmmmngmmﬂ o wakh !{!ﬁ*paﬂiara SQiath) Ypaham. md;wduahsm@an e

liberalisme sudah semakin bergeser ke paham.
yang lebih sosialisiis (kebersamaan) N

- Apakah art dan maksUd ____Keseﬁahi:eraan rakyat”

éck s Law :Dict;onary, (Slxth)

en

Weﬂ—domg or weil—bemg in any respecz‘ z‘he

.:;-; --énjoyment of wealth ‘nd-common blessing .of fife:.
o :exemptlon from any ewl or caiamlfy, prosperffy,'
= happmess :

{Keadaan hidup atau kesehatan yang balk
dipandang dari segala segi kehidupan manusia);
menikmati kesehatan maupun kebaikan segala segi

"kehtdupan manusia; bebas dari segala bentuk

ke;ahatan atau muSibah kemakmuran atau
kebahaglaan) i B

~Arti kesejahteraan atau welfare” yang begttu
Iuas daﬂ sempuma oleh bangsa Indonesia yang
percaya pada keterbatasan kemampuan manuaa
dan ketuhanan yang Maha Esa rasanya tak
mungktn dapat tercapal oleh marus&a manapura }ua
Misainya gempa bumt hugan badai, tsunami _dan
meletusnya gunung berapi yang sudah lama “fi:'
dan kematian ranusia merupakan hal hat yang_dl
§uar kemampuan manusza e

Namun demikian, bagaimanapun juga menusia
mo_dern dapat (dan karena itu-wajib) menghindari
terjadinya kelaparan, menularnya penyakit
berbahaya, kekerasan, peperangan, banjir,
runtithnya bangunan akibat pembangunan yang
fidak sesuai dengan syarat-syarat pembangunan
gedung {(besiek); tanah longsor akibat
penggundulan hutan secara semena-mena,
kekeringan lahan pertanian secara berulang-ulang,
kecelakaan lalu lintas (akibat salah urus pihak yang
berkewajiban mengaturnya dengan baik), dsb. "

mengatur hidup saya sebagaa anggoia masyarakat
itu, tetapi seandainya saya seorang diri di dunia
ini,_maka satu kaidah hukumpun_ tidak akan
dipertukan)

Ucapan ini menunjukkan, bahwa di dunia Barat
{khususnya di Belanda) sudah sejak beberapa

kesejahteraan memang terdapat hubungan yang
fangsug, karena perbaikan “nasib™ atau
kesejahieraan rakyat {masvyarakat) bangsa -dan
negara merupakan iujuan setiap pembentukan
bangsa dan negara, sementara sistem hukum
dapat dikatakan menentukan cara bagaimana

2. Op it h. 478.
3. Op cit h. 478,

__Dengan demikian antara (sistem) hukum dan




'zi_é.;;'Agar manusza indonesaa semakm makmus'

pekerjaan'” kesehatan keéeman rékfeasfidan
"'budaya kehldupan keiuarga

_ merupakan "ralson d’ 'efr’atau alasan/sebab adanya

an: budaya_==s=-:'5yéng merupakan
suatu never—endmg process’(sistem) hukumyang

_keh;dupan berbangsa dan bemegara |tu clikekola. :-'

kehidupan
bermasyas‘akat berbangsa dan bemegas‘a itu.

ha_inya;. dengan "

mengatur keh;dupan berbangsa dan bernegara

jugatidak: sekail jadi; tetapl merupakan suatu proses
yang: (harus) semakln mendekati- kesejahteraan
perdamaian (keserlusan) dan kebersamaan-yang
menjade tu;uan orang. membantuk bangsa dan
negara |tu :

Pé”weter dan Krztena Hukum yang mampu
mensejahterakan

Seteiah pengantar dl atas untuk men;e[askan
cara pandang saya. tentang Hukum [tu (yang sesuai
dengan cara pandang Prof. J. Viaen@ dan. kawan~
kawan, bahwa pemlkiraﬂ orang barai: 1tu sudah
berubah sehmgga menganggap semua h&kum it
mengundang unsur dan tu;uan sosial, ya;tu
mengatur ‘dan mengelola perikehidupan yang
aman, sejahtera, damai dan membahagiakan setiap
orang yang -menjadi anggota: masyarakat iiu,
marilah kami sekarang mencoba. menjawab
keempat periranyaan yang d;lakukan oleh Panitia
Penyelenggara di dalam Kerangka ‘Actan untuk
pembahasan hari ini. Kalau benar, bahwa sistem
hukum merupakan sisiem pengelolaan kehidupan
berbangsa dan bernegara, maka rasanya, kriteria
yangierpenting ke arah kesejahteraan masyarakat
adalah bahwa hukum nasnonak kita antara lain harus
mengupayakan a :

maupuzn_ perempuan

10.-'_-.=Bahwa sefiap warga !ndones:a dl;amm
rae ;_kemerd__eka_annya_ untuk .memeluk dan
..-menjalankan .kepercayaan dan agamanya
. masing-masing sebaga;mana mestmya (Ps.

__'_.28E UUD) :

11..Bahwa setlap insan fndone&a maupun warga
wlnegara Wajib menghorma’i: agama yang dianut
orang lain; LY o :

12. Bahwa pemermtah berkewajiban untuk
'i'menjaga dan-menjamin agar setiap orang
" dengan aman dan tidak terganggu dapat dan
+'boleh melaksanakan kewajibaﬂ dan beribadah
“Umenuruivagama- yang dianutnya, ‘sehingga
tercapai kerukunan yang hakiki antara semua
unsur masyarakai Indonesia; .

13. Bahwa setiap anak atau istri/suami seseorang

-dapat memperoleh bagian yang sama dan tidak

dibedakan dari warisan yang ditinggalkan oleh

- suamifistri atau ibu/ayah kepada para ahli
wansnya

1. 'Kehlciupan dan pekerjaan yang anak sesuai
~'dengan  kemampuan dan - mariabat

" kemanusiaan manusia Indonesia, tua-muda,

* pria maupun wanita (Ps. 27 ayat (1) dan {2)
UUD, Ps. 28B, 28C s.d. 28J F“s 3'E F’S 34
T ayat (‘i s.d. 4); '

2 'Agar manusia Indoneaa harus semakin cerdas
(Pemb_uk_aan U_UD 1945);

14, Bahwa hak miliK senanttasa dxai(u; m@mpunyau" =

fungsi sosial, dan dtpergunakan secara
tangsung maupun tidak langsung uniuk
“sebesar-besarnya manfaat kehidupan pribadi,
- kehidupan  keluargz™ dan - kehidupan
‘masvarekat, bangsa dan negara; ¢

15. Bahwa hu:ium lndomeata dalam segala hal
mengakui kesetaraan antara pria dan wanita.




- Kalau: begitu, maka ketentuan: hukum yang

«..Pendek kata, semua bidang hukum_ yang

mengandung Kriteria yang mensegjanterakan tidak
hanya terdapat dalam bldang hukum ekonomi atau
Hukum tentang Tenaga Kerja atau Hukum Wans
atau Hukum tentang Hak-hak Asasi Manusia, tetaps
kriteria yang membuat’ Hukum Nasmﬂai Indonesia
menjads hukum’ vang’ mense}ahierakan (unfuk
selanjuinya disingkat HY’S) harus terdapat disemua
b[dang hukum. S e e

«¥aity baik di-dalam: Hukum tentang Tenaga
Kerja dan Ealn-lam bidang Hukum Ekonomi seperti
dalam Hukum Pa;ak dan Keuangan Negara,
Undang Undang tentang Hukum Dagang dan
Bisnls ' Jamman Soszal Hukum Pendldakan Hukum
Kesehatan Hukum yang mengatur Pelayanan
Publik dan fembaga serta aparat yang harus

memberfkan pelayanan pubhk itu kepada_

masyarakat (Blrokraso dan mengawasi peiayanan
publik itu (seperti UL tentang Ombudsman/UU No.
32 Tahun 2008) Hukum Administrasi Negara,
Hukum Tanah, Hukum Bisnis, bahkan juga Hukum
Perdata “(tentang “hak “milik, ‘kontrak dan
sebagainya) Hukum Keluarga, Hukum Waris,
Hukum tentang Hak Milik Intelekiual, Hukum
Kehutanan, Hukum tentang Pengairan, Hukum
Udara dan Angkasa, Hukum Laut dan penggunaan/
pemanfaatan laut, ‘bahkan juga Hukum Publik
Internasional yang kita anut dan ratifikasi dan
Hukum Perdata Internasional (dalam kaitannya
dengan F’enanaman Modal Asing, perdagangan
Iniemasnona! masa!ah keuangan sampai masalah
Perkawinan Campuran, Hukum Lingkungan,
Hukum Pidana (termasuk pemberantasan narkoba
dan lain-lain (organized crimes) dan sebagainya.

Pendek kata Hukum yang mensejahterakan
harus memenuhi kriteria yang bersumber pada
kewajiban untuk memelihara dan menjaga
keseimbangan dan keserasian antara:

1. Kepentingan individu di satu pihak dan
kepentmgan masyarakaz dt faln p|hak

= Empati terhadap kehidupan dan kesuhtan yang
dihadapt orang Eg:n dan

S %{eseimbangan dan keserasian antara
kepentingan kelompok masyarakat yang maju
pesat (kaya atau pandai atau sejahtera/sehat)
di satu pihak dan perlindungan serta bimbingan
kepada pihak yang “tertinggalfterbelakang”/
miskin, bodoh atau tidak sehat/penderita cacat.

menyangkut kesejahteraan masyarakat.harus
senantiasa memperhatikan asas Bhinneka Tunggal
lka dengan menjaga/memehhara kese;mbangan
dan keseraSIan antara -

1.;--; Kepentmgan :ndwndu/persearangan dl satu
.- ~pihak-dan kepentingan masyarakat di-lain
plhak o .' _ L

2.4 Persamaan dan perbedaan

3. Pihak yang mampu “maju pesat’ dan pihak
s~oyang jauh lebih: lambat .atau masih tertmggai/
- ierbelakang taraf hidupnya. - o

4. 'Asas kebérsamaan, yang berarti bahwa

- .musibah yang diderita oleh sebagian warga'
" merupakan musibah bagi seluruh barigsa dan
~karena itu harus ditanggung bersama (empat:
+ ‘Nasional). ' : i

‘Hal ini bukan berarti, bahwa yang lebih cepat
maju/pandai harus memperlambat laju
perkembangannya, tetapi berarti bahwa Negara
Hukum/Pemerintah waijib mengakomodasikan
sarana perekonomian, pendidikan, kesehatan,
keamanan, rekreasi dan segala macam keg’ia’fan
dan keperiuan hidup untuk paling sechkzt 5 (hma)
kelompok masyarakat yaitu:

a. Kelompok masyarakat Indonesia yang
tertinggal atau yang fidak berpenghasilan;

b. Kelompok masyarakat yang berpenghasalan
rendah; ===

c. Kelompok masyarakat vang berkecukupan
: Kelompok masya akat yang kaya;
e. Kelompok masyarakat yang sangat kaya

Kalau begiiu maka tidak mungkin Hukum
mengadakan satu peraturan yang sama bagi
semua kelompok masyarakat yang berbeda,
sebagaimana indikasi hukum (gaya lama)
membayangkan pembangunan Hukum Nasional
kita tetapi kini ternyata, bahwa sekalipun seluruh

“bargsa dan Semua Kelompok masyarakat

mempunyai iujuan sama dan harus hidup
berdasarkan asas-asas hukum yang sama dan
karena itu harus menghayati falsafah hidup yang
sama yaitu UUD 1945 {etapi tampaknya dalam
meimbangun HMukum Nasional itu periu diberi tempat
pula pada adanya perbedaan sebagai pengakuan
perbedaan kebutuhan hidup masing-masing
kelompok masyarakat Indonesia sebab




Nega’ié?dl'afg*?pgﬁfg,egagg%ahé bukan Sinterkias: -

'_ be'_anggung _
: kemampuannya '_"-s__nd_ z

.' ;_bagalmanapun: juga ticiak dapat d:sangkal:bahwa_-

ma' tama sebaga; manusaa yang”'

apak 

) memb:ayal seorang. |stn dan beberapé anak yang o

"“dapai

beriaku sama bagr semug’ orang, tetapl"-bahwa
HukUm-Nas:onal sebagax satu 31stem hukum
-'berdaaarkaﬁ fi iscn‘ah hukum yang sama dlierapkan
secara berbeda; tetap; “adil, ‘sesuai dengan
kemampuan intelektual, taraf ekonomi, aiau
kesehatannya, dan sebagainya. Sebagai contoh
dapat dikemukakan pembentukan Hukum Kontrak
yang: masih-perlu diperbaharui;-yang sekalipun
berdasarkan asas-asas Hukum Konirak yang
sama;-namun. masnh membedakan’ peraturan
Hukurn Kontrak untuk Kontrak'di mana pihak yang
masih bertemu muka, kontraktertuhs konirak baku;
kontrak_i_ntemasmnai kontrak dengan pemerintah
(government ‘coniracts); e-contracts, dan kontrak
perjanjian antar negara atau dengan’lembaga
mtemas;onal (sepertl [HF UNESCO dan iam-ialn)

K;ranya mliah yang dapat kita art;kan sebagal
asas Bhinneka Tungga! tka dalam Hukum MNasional

kita, agar sefiap orang dapat marasakan bahwa _

_'*?‘tanggung kehldupannya dan har;
depannya it C o -

seﬂdm dan_ keluarganya Dan sebaga; orang ‘tua
kama harapkan mereka semauanya akan lebih
sukses lebih ma;u dan Iebxh se;ah’iera dartpada
orang tuanya ' 4 .

Yang dapat dlElhat dl tanah air sekarang adalah
bahwa justru dan, orang kaiangan miskin, bahkan
dart keiompak pengemis dan penganggur
mempunyau anak yang sangat banyak waiau anak
mereka ifu akh:mya guga jadi pengemas dan
penganggur Sementara orang yang berkecukupan
sengaja membatas; Jumlah anaknya ‘sampai safu
atau dua orang saja, untuk dapat, menyekoiahkan
me:’eka ke luar negen agar dapat bekerja dengan
gali. yang !ebah tmgg: :

Hukum Nasional itt merupakan sistem yang benar-
benar melmduﬂgi (semakm) mense;ahterakan seria
membahagiakan. Sedemmtan rupa senmgga
setelah sekian puluh tahun ia hidup dan bekerga
pacia hari tuanya ia mas;h dapat menskmais
keh:dupannya yang manusiawi di antara anak cucu
dan sanak keiuarganya berdasarkan jamman hari
tuanya _

Maka ketika saya membaca hasil penehi;an
tentang bertambahnya unsur kemiskinan di negara
Kita; timbul pertanyaan; tidakkah kenaikan-angka
kemiskinan di Indonesia vang juga disebabkan olsh
karena sejak Reformasi sampai beberapa tshun
yang lalu.upaya Keluarga Berencana dihentikan,
sehingga penduduk Indonesia bertambah tanpa
terkontrol?




[Pelayanan

_Di® sm;{ah ta,;mpak bahwa d[ s..am,mnqw,,_,,mMasgammadﬁluga huﬁﬁﬂmpﬁ.haart.mwmw e

. pengaturan hukum;, sebagal Iangkah di-bidang

kesehatan,’ pendzd;kan sosial:dan. lamulam Juga
perlu dlupayakan agar. iembaga lembaga Birokrasi
juga. memberi pelayanan. pubhk yang semakm batk
kepada masyarakat R Y : s

~Jika- demtkaan-fmaka seiam ‘hitkum, ‘muty
Peiayanan Pubilk ‘oléh " Birokrasi- sangat

menentukan tlngkat kesegahteraan bangsa_
"Pubisk yang} b_uruk/korupsl -akan.
ng set namya tersedia- bagi :

menyedot bi ya_.
masyarakat ‘tetapi: B;mkras: yang member[
pelayanan publik yang baik dan semestinya akan
membuat masyarakat-semakin puas,: senang dan
se;ahiera ;

Oieh sebab .itu dapat Kiia- sampu&kan bahwa
selazn ‘hukum kita di segala bidang yang belum
berasaskan Bhinneka Tunggal. lka, dan kurang
memperhatikan. keseimbangan_dan keserasian
antara kepeniingan perseorangan/atau kelompok
masyarakat tertentu dengan kepentingan seluruh
masyarakat/bangsa, di lain pihak Sistem Birokrasi
dan Sistem (penegakan) Hukum juga’ masih teriaiu
banyak memberi peiuang dan kesempatan untuk
korups: dan nepotisme serta penambahan
penduduk yang tidak terkendali yang menjadi sebab
meningkatnya kemzskman dan- semakin Jauhnya
kesejahteraan bagi baglan terbesar warga negara
Indonesia. Senantiasa itu masyarakat Indonesza
sudah semakin terbuka, sehmgga tuntutan
masyarakat semakin menjadlujads -

Keempat masaiah da atas semakin menlngkat
ketidakpuasan masyarakat yang berakibat
semakin ser:ngnya terjadmya pemberontakan
kekerasan, tawuran dan caci-maki sehmgga
semakin men;auhkan bangsa kita darl rasa aman
dan sejahtera. Akibatnya kepercayaan kepad_a
Pemerintah dan pemimpin semakin menipis dan
Kehidupan masyarakat (sekalipun semakin

_.meningkat ekonomi bangsa)menjadi semakin tidak ...

aman dan damal.

Metode dan/atau panéekaﬁan unituk msiakukan
review atau kajian terhadap hukum positif

‘Sehenarnva Kajian terhadap hukum positif
merupakan fugas sehari-hari (rutin) para dosen dan
peneliti fakulias-fakuitas hukum dan Umu-ilmu lain
¢i berbagai universitas dan fakultas.

ulasan atau kritikan tentang k@kurangan kesalahan
dan/atau’ kekurangan pera’curan peraturan hukum
kita, ‘maupun: penerapan dan- penyeiesaian
sengketa hukum dis daEam kenyataan dan
kehldupan sehan-hars j i N

Juga dalam percakapan sehan hart bahan
mentah? daninformasi tentang kekurangan Sastem
Hukum kt’ia sudah Eeblh dan cukup S

dari dtsnp n‘h'ukum tetap; Juga dar; dlSlphn dar fh’ua
ilmu 1ain: seperti aspek fisafatnva, ‘aspek
ekonominya, aspek kepadannya, aspek biologi dan
kimianya :(jika; menyangkuti-kesehatan-atau
makanan ‘atau_ lingkungan), aspek sosialnya (jika
menyangkui Hukum Ekenomi dan (jika menyangkut
masalah kehidupan bernegara dan berbangsa atau
menyangkut kerja sama internasional), aspek
teknoiogt dan/atau industri, aspek kerukunan
beragama dan maszh banyak Eag; o :

Karena {tu Tm “atay Lembaga yang bertugas
untuk m@rencanakan:Pembangunan Hukum
Nasional tidak mungkin hanya terdiri dari sarjana
hukum saja. v :

" Pada saat ini lembaga-lembaga peneliti
nasional kita seolah-olah bekerja sendiri-sendiri.
Kami mempunyai Lembaga llmu Pengetahuanin-
donesia (LIPH, Komisi Hukum Nasional, Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi, berbagai Badan
penelitian ekonomi, keuangan dan perbankan, dan
sebagainya. Sementara cukup banyak universiias
memiliki lembaga penelitiannya sendiri, seperti Uni-
versitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada,
institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor,
Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Uni-
versitas Atmajaya, Univeritas Trisakii, Unzveritas
Petita Harapan dan masih banyak lagi. '

“Di situlah terkumpui berbagai ahii dan sarjana —
Indonesia, vang mencerminkan modal intelekiual
bangsa kilz, bersama-sama dengan para petinggi
di kalangan Birokrasi dan Pemerintah, MPR, DFR
dan DPD. Jurnal dalam berbagat Himu pun juga tidak
kurang banyak. Oleh sebab itu kita hanya perlu
mencari cara untuk “memaniaatkan” seluruh modal
intelskiual dan potensi bangsa iu untuk bersama-
sama merencanakan pembaharuan Sistem Hukum
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) Ma'hkamah Konstatusr' sendm telah mensmyahr

adanya 3ual beli: di DPR%: yang ternyata sudah

dlmuiat sejak Orde Baru5

OIeh sebab |tu periu dlcan 3alan yang Eam yang
harus meng|31 kekurangan- dan: keudakmampuan
jtu,: karena rakyat dan bangsa tidak mungkm lagi
menuﬂggu saa’fnya sampai DPR sadar mampu dan
bertekad melaksanakan tugasnya sebaga;maraa
mestinya Dalam keadaan darurat ini, pertama—tama
periu d;ptk]rkan t)agatmana proses Ieglsias; inidapat
dlseiamatkan dengan atau tanpa (met or zonder)
Dewaﬂ Perwakntan Rakyal R

‘Menurut’ pendapat saya, kaiau anggota-
an_ggota DPR yang ‘terhormat yang nota bene
merupakan “wakil ‘rakyat® sudah melupakan
fugasnya, maka bagalmanapun Pemer[ntah tldak
boleh tinggal diam.

Dan sepengetahuan saya, hampir semua
kementerian sudah siap dengan sejumlah
Rancangan Undang Undang yang cukup banyak
Benar RUU it pada umumnya terialu kementenan-
centris, supaya masing- masmg Kementerian dan
Lembaga dapai Proyek dan Anggaran Tetapi
bagalmana pun, ciengan adanya lebih dan 100 RUU
anl kaml sudah adaf “bahan meniahnya '

Seﬂngkah sebuah Kemenienan atau Lembaga

_katakaniah kemenisrian_Kehulanan sudah siap

_me @J;th meehgnjgan_ teroadu b

akademlk dan RUU yang dlhas;ikan meiaiu: cara
ini-lebih’ ob}ek‘iif dan’ mungkm juga febih-baik
mutunya dibandtngkaﬂ dengan RUU ‘yang
merupakan hasil “dagang sapa ‘poili;k seria Jual
beli pasai dl antara fraksz~fraksn d; DPR

Konsuitas; amara pemermtah kalangan
Akadem;k di-permulaan Kemerdekaan, juga
diadakan antara:Lembaga limu. Pengetahuan In-
donesia (L.IPl) dan Badan Pembinaan Hukum
Nasional serta Kemenierian Hukum dan Hak Asasi
Manusia ““Republik * Indonesia, - sehingga
mempercepat penyusunan berbagaa undaﬂg—
undang A\ gl ¥

Saya menyadan bahwa cara sepem i bukan
marupakan .cara yang ideal, tetapi rasanya sangat
diperiukan, sementara-menunggu sampal saatnya
partai-partai -politik lebih dewasa, lebih jujur dan
bersih dan lebih fuius,debih bertanggung-jawab,
lebih ahii serta tidak berebutan kekuasaan semata-
mata. Sehingga proses perencanaan pemba-
ngunan hukum {dan khususnya proses penyusunan
undang-undang) lebih ierkoordinasi oleh Badan
Pembmaan Hukum i\las;onal

dengan RUU yang erat hubungannva dengan RUU
dan Kementerian Pertambangan atau Kementerian
Lingkungan atau Kemenierian Pariwisaia, sehingga
sebenarnya 3 (liga) atau 4 (empat) RUU dan
berbagai kementerian itu dapat disaiu-padukan

Kesimpulan:

1. Pambaharuan siatus BPHN ke staius LPHN
yang langsung di bawah Presiden dengan
tambahan tugas dan tanggung jawab,

4, Baca Media Indonesia, Jakarta, Tanogal 15 dan 16 November 2011 dan Suara Pembaruan tanggal 16 November 2011,
5. Siaran pagi TV One, Tangal 21 November 2011,




:.'_statusnya disamakan dengan status

‘_;'BAPPENAS yang dengan permohonan dan
" sega!a hormat hmgga saat ini tampaknya masih

K - rencanaan -dan
. bangu Ekonama indones;a daripada
"memrktrkan perencanaan pembangunan

“ Sistem Hukum Nasional yang harus’ menunjang
"'--penge!o!aan ‘atau - manajemen seluruh

perikehidupan bernegara-dan ‘berbangsa;
....termasuk . pembangunan.ekonomi -agar
....semakin . mensejahierakan seluruh iapisan
e rakyai sebaga:mana menjadi kewajaban kami
.. bersama, sesuai dengan Pembukaan UUD
i 1945, maupun cita-cita para pendm bangsa klta

'_""0*”3“9 tua dan kakek nenek kita.
-Sementara ity knranya syarat untuk dapat

- dipilih - sebagal -anggota, DPR-pun hendaknya

lebih_selektif, -baik yang. menyangkut tingkat
pend:dlkannya pengafamannya bidang
pekerjaannya (sebelum mencalonkan diri

- 'sebagai anggota DPR) maupun moral
© . integritasnya. Satu hal lain agar DPR jangan

- menjadi fempai pamer kekuasazan:dan
- kekayaan. Atau sebaliknya; jangan menjadi

- .tempat.mencari nafkah,-yang antara lain

. memungkinkan kita: melihat .dunia, berjalan-

.. jalan keseluruh Indonesia dan seluruh dunia

untuk “studi banding”, yang sama sekali tidak
bermanfaat. Karena studi Perbandingan
Hukum dengan jalan-jalan seperti itu hanya
“fepat manakala sebelumnya kami telah
~ membaca, meneliti dan mempelajari tentang
hukum asing itu dalam bahasa aslinys,
misalnya bahasa Jerman, Inggris, Arab,
Spanyol, Jepang, China, dsb. -

‘Tanpa modal pengetahuan seperti itu,
perjalanan ke negara asing hanya mubazir dan
membuang- buang wakiu dan anggaran
negara :

seyogignya BRHN juga-diubah nama-dan--
. - statusnya menjadi L embaga Perencanaan dan
.. Pembinaan. Hukum Nasmnal sementara

3 LReformasi-Birekiasiss secara-—totalidan——

“‘menyeluruh;- dimutai’ ‘dengan - perombakan
struktur organisasi lembaga-lembaga
...pemerintahan. dan. Iembaga negara sesuai
_dengan. Grand Design dan’ Roadmap
= Refor_mase Bwokras; 2010 2014 (Per_a"
- Presiden RI No. 81 Tahun 2010 dan Peraturan
Menten Negara Pendayagunaan Aparatur
“Negara dan Reformasi Birckrasi No. 20 Tahun
©2010), vang benar-benar harus cﬁmuiaa dari
_:pe;'omba!fah dan’ pembaharua lmouermsasa
-~ “wseluruh wajah; model dan sistem birokrasiditu
" “sendiri. Barulah hal-hal SumberDaya Manusia

© yang diperlukan, .proses ‘dan prosedur,
“penggajian, pengaturannya dapat-dilakukan.:

4. Demikian pula Reformasi Lembaga-lembaga
-+ Penegak Hukum dan Yudikatif pun sudah perlu
diadakan pula secara mendasar, dengan antara
lain mengmtegra51kan Pengadilan- pengadilan
Ad Hoc dalam suatu sistem Peradilan Nasional
- yang. lebih terpadu dan dengan. melarang
'terjadznya putusan pengadilan yang non
. executable yang tidak dapat dieksekusi. Karena
putusan pengadilan yang tidak dieksekusi oleh
lembaga eksekutif merupakan tanda
ambigunya dan kebekuannya kekuasaan
Pengadilan di tanah air kita, sehingga, seluruh
-proses peradilan hanya dijadikan panggung
sandiwara belaka dan paham Negara Hukum
Indonesia. akhirnya hanya merupakan
kebohongan besar.

Penutup

Tampaklah bahwa keadaan hukum kita dan
perangai *manusia Indonesia’ pada saat ini
sungguh sudah menunjukkan “lampu merah”.
Tetapi bagaimanapun juga life has fo go on,
sehingga kita wajib mencari solusi bagaimana Kita
dapat mengubah keadaan “hukum darurat’ ini
menjadi momenium ke arah perbaikan kemajuan

dan kasejahtefaan yang kita semua ;dam idamkan

' Ter:ma kas:h




